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KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah uran rakyat kepada kas negara. berdasarkan undang-
undang(yang . dapat dipaksakan) = dengan < tiada . mendapat jasa
timbal(kontraprestasi)« yang langsung dapat ditunjukkan. dan yang

digunakanuntuk membayar pengeluaran umum. Mardiasmo (2016:1)

Pajak adalah prestasi-yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang
kepadapengusaha (menurut norma-nofma Yyang ditetapkannya secara
umum)tanpa “adanya kontraprestasi. dan semata-mata digunakan untuk

menutuppengeltuaran-pengeluaran. Waluyo (2011:2)

b. Fungsi Pajak
Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu :

1) Fungsi anggaran (Budgetair)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (Regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakanpemerintah
dalam bidang sosial dan ekonomi.”



c. Jenis Pajak
Menurut Mardiasmo (2016:27), jenis pajak dikelompokkan menjadi
tigabagian, yaitu:

1) Menurut Golongan

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung,. yaitu pajak yang pada akhirnya
dapatdibebankan-atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh:
PajakPertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifat

a) Pajak ' subjektif, pajak 'yang/ berpangkal. atau berdasarkan
padasubyeknya, dalam arti ‘memperhatikan keadaan diri wajib
pajak.Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Objektif, pajak yang - berpangkal: pada. obyeknya,
tanpamemperhatikan  keadaan  diri  wajih pajak. . Contoh:
PajakPertambahan  Nilai. (PPN) dan Pajak Penjualan. Atas
BarangMewah (PPnBM).

3) Menurut' Lembaga Pemungutan

a)-Pajak | Pusat, yaitu- pajak” yang dipungut oleh -pemerintah pusat
dandigunakan —untuk “membiayai-—rumah tangga negara. Contoh:
PajakPenghastian- (PPh), ' Pajak -Pertambahan -Nilai (PPN, dan
PajakPenjualan “Atas,, Barang  Mewah (PPnBM), Pajak Bumi
danBangunan (PBB), dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerahdan
digunakan untuk membiayal rumah tangga daerah. Pajakdaerah terdiri
atas:

(1) Pajak ' Provinsi, contoh: pajak . kendaraan bermotor dan
pajakbahan bakar kendaraan bermotor.

(2) Pajak Kabupaten, contoh: pajak hotel, pajak restoran, danpajak
hiburan.”

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-
16/PJ/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,

tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
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yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang

dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Wajib pajak PPh Pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas
penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh21
berdasarkan Perdirjen PER-16/PJ/2016: Jika disimpulkan peserta wajib
pajak terbagi menjadi 6 kategori, antara lain pegawai, bukan pegawai,
penerima pensiun danpesangon, anggota dewar komisaris, mantan pegawai
dan peserta kegiatan.-Secara lebih rinci peserta wajib pajak adalah sebagai

berikut:

1) Pegawali,

2) Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan
hari tua;-atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan

wajib pajak PPh.21,

3) Wajib pajak PPh /21 kategori bukan pegawali yang menerima atau

memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan

aktuaris;

b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,

bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,
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peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan

seniman lainnya;

c) Olahragawan;

d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan
sistem -aplikasinya, telekomunikasi, /elektronika, fotografi,

ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

g).. Agen iklan;

h)Y“Pengawas atau-pengelola proyek;

I).-Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau.yang menjadi

perantara;

J) Petugas penjaja barang dagangan;

k) Petugas dinas luar,asuransi; dan/atau

I) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan

kegiatan sejenis lainnya.

4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap

sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama

5) Mantan pegawai; dan/atau
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6) Wajib pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau
memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam

suatu kegiatan, antara lain:

a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah
raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan

lainnya;

b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

c) Peseria atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai. penyelenggara

Kegiatan tertentu;

d)_Peserta‘pendidikan.dan pelatihan; atau

e)=-Peserta kegiatan-tainnya:

Yang tidak termasuk ‘dalam pengertian penerima penghasilan yang

dipotong-Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

(1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari
negara asing, dan orang-orangryang diperbantukan kepada mereka
yang bekerja pada bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat
bukan warga negara Indonesia, dan di Indonesia tidak menerima atau

memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.

(2) Pejabat perwakilan organisani internasional yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara
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Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan

lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh

pemotong pajak untuk dikenakanpajak penghasilan pasal 21.

1) Penghasilan yang dipotong pajak penghasiian pasal 21 ini adalah :

2)

b)

d)

penghasilan-yang. diterima atau diperoleh Pegawai-Tetap, baik berupa

Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;

penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara

teratur berupa uang-pensiun atau-penghasilan sejenisnya;

penghasilan berupa uang pesangon; uang manfaat-pensiun, tunjangan
hari. tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang
pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai

berhenti bekerja;

penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa
upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah

yang dibayarkan secara bulanan;

imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium,
komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk

apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
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f) imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan
dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan

nama apapun;

g) penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak
teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau
dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada

perusahaan yang sama;

h) penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau
imbalan lain'yang hersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh

mantan pegawai; atau

1) _penghasilan berupa penarikan. dana pensiun oleh peserta program
pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan
dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan

dalam bentuk apapun-yang dibertkan oleh:

a) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat

final;atau

b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma

penghitungan khusus (deemed profit).
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Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh
Pasal 21 adalah:

(1) pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan
asuransi  sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

(2) penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk
apapun yang diberikan oleh WajibPajak atau Pemerintah, yang
diberikan ‘Wajib Pajak’ yang .dikenakan Pajak Penghasilan yang
bersifat final atau\Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan
berdasarkan norma perhitungan khusus;

(8).iuran’“pensiun -yang  dibayarkan kepada dana‘ pensiun yang
pendiriannya—telah  disahkan—oleh Menteri .Keuangan, iuran
tunjangan hari tua “atauciuran-—jaminan hari tua kepada badan
penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan
sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;

(4) zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau
lembaga amil ‘zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah,
atau-sumbangan keagamaan yang sSifatnya-wajib bagi pemeluk
agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi
yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan
oleh Pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang

bersangkutan;
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(5) beasiswa yang memenuhi syarat tertentu.

d. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1) Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:

a)

b)

c)

d)

Pegawai Tetap;

penerima pensiun berkala;

Pepawal Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan
atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan
kalender telah -melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu

rupiah); dan

Bukan - Pegawai // yang '« 'menerima imbalan yang bersifat

berkesinambungan.

2) Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima

puluh ribu rupiah) sehari; yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau

Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah

satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang

diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00

(empat juta lima ratus ribu rupiah);
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3) 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku
bagi Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan pemberian jasa yang menerima imbalan yang

tidak bersifat berkesinambungan; atau

4) Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan

selain penerima penghasilan.

e. PemotonganPajak

Pengertian pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah setiap badan
perusahaan atau orang pribadi diwajibkan oleh ‘Peraturan Pajak untuk
memotong pajak penghasilan pasal 21. Pihak yang wajih pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan pajak penghiasilan pasal 21 adalahpemberi kerja,
bendaharawan pemerintah;, dana pensiun, badan, perusahaan penyelenggara

kegiatan. Berikut ini diuraikan pemotong pajek secara terperinci :

1) pemberi kerja yang terdiri dari:

a) ‘orang pribadi;

b) badan; atau

c) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian
atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji,
upah,honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang,

perwakilan, atau unit tersebut.
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2) bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau
pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI,
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga
negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri,
yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran
lain dengan nama dan-dalam bentuk apapun sehubungan dengan

pekerjaanatau-jabatan, jasa, dan kegiatan;

3) dana pensiun,\badan penyelenggara jaminan sosial. tenaga kerja, dan
badan-badan lain" yang membayar: uang pensiun.secara berkala dan

tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

4) orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta

badan yang membayatr:

a) honorarium; komisi;/ fee, atau ‘pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadidengan
status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli
yangmelakukan pekerjaan - bebas ~ dan bertindak untuk dan

atasnamanya.sendiri, bukanuntuk dan-atas nama persekutuannya;

b) honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan

status Subjek Pajak luar negeri;

¢) honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan

dan pelatihan, serta pegawai magang;
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penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang
bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta
lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar
honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada

Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

f. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

1)

2)

3)

4)

Pemotong PPh Pasal 21 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh
Pasal 21 .wajib.mendaftarkan diri ke Kantor  Pelayanan Pajak sesuai

dengan ketentuan.peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan,

dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap-bulan kalender.

Pemotong PPh Pasal 21 wajib‘membuat catatan atau kertas kerja
perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan,
yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang. terutang untuk setiap
Masa Pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan
tersebut sesuai dengan’ ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh
Pasal 21 untuk setiap bulan kalender sebagaimana sebagaimana
pemotong pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan

melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender tetap
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8)

9)
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berlaku , dalam hal jumlahpajak yang dipotong pada bulan yang

bersangkutan nihil.

Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh
Pasal 21 yang terutang oleh pemotong PPh Pasal 21, kelebihan
penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang
terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh

Pasal 21.

Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal
21 atas penghasilan-yang diterima atau diperoleh Pegawai. Tetap atau
penerima pensiun berkala paling/lama 1 (satu) bulan setelah tahun

kalender berakhir:

Dalam hal Pegawai Tetap-berhenti-bekerja sebelum_bulan Desember,
bukti pemotongan PPh Pasal, 21 harus diberikan paling lama 1 (satu)

bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.

Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal
21 atas pemotongan ‘PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap dan penerima
pensiun berkala paling fama-1-(satu) bulan setelah tahun kalender

berakhir.

Dalam hal dalam 1 (satu) bulan kalender, kepada satu penerima
penghasilan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan,
bukti pemotongan PPh Pasal 21 dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) bulan

kalender.
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10) Bentuk formulir pemotongan PPh Pasal 21 ditetapkan dengan Peraturan

Direktur Jenderal Pajak tersendiri.

11) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap
Masa Pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak

berakhir.

12) Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran
PPh Pasal 21.untuk setiap Masa Pajak  yang dilakukan melalui
penyampaian Surat-Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21. ke Kantor
Pelayanan/Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21 terdaftar, paling lama

20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

13) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan batas waktu
pelaporan PPh Pasal 21 bertepatan-dengan hari libur termasuk hari Sabtu
atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat

dilakukan pada hari kerja berikutnya.

14) Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi
penerima penghasilan-yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak

yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.

15) Jumlah pemotongan PPh Pasal 21 atas selisih penerapan tarif sebesar
20% (dua puluh persen) lebih tinggi bagi Pegawai Tetap atau penerima

pensiun berkala sebelum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah
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diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan

selanjutnya pada tahun kalender berikutnya tidak termasuk kredit pajak.

16) Dalam hal Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif
yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak maka PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat
dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan.

17) Dalam hal \Wajib-Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 menyampaikan
Surat Pemberitahuan  Tahunan Pajak Penghasilan yang ‘menyatakan
jumlah lebihbayar maka penyampaiannya harus dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) tahun-sejak berakhirnya tahun pajak yang

bersangkutan.

18) Dalam hal' Surat Pemberitahuan  Tahunan Pajak Penghasilan yang
menyatakan jumlah lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun
sesudah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dan Wajib Pajak
telah ditegur secara tertulis, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak-Penghasilan.

g. Tarif Pemotongan Pajak dan Penerapannya

Tarif Pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk

menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang.
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Dasar hukum perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan terdapat

dalam:

1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 20109.

a) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak

Penghasilan diterpakan atas Penghasilan Kena Pajak dari:

(1) Pegawai Tetap:

(2)/Penerima pension berkala

(3) Pegawal tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan
atau jJumlah-kumulatif penghastlan yang diterima.dalam satu bulan

kalender telah melebihi Rp.4.500.000, -

(4) Bukan. pegawali yang menerima’ imbalan yang bersifat

berkesinambungan

b.) Komponen-komponen Perhitungan PPh Pasal 21

(1) Penghasilan Bruto (Penghasilan Kotor) PPh Pasal 21

Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan
yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.Unsur-unsur penambah

penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto, adalah:
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(@) Penghasilan Rutin

Cara perhitungan PPh 21 tidak akan terlepas dari penghasilan
rutin wajib pajak orang pribadi, yakni upah atau gaji yang

diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti:

(1)) Gaji Pokok

ang ditetapkan untuk

sebagai

unjangan

Penghasilan tidak upah atau gaji yang diterima secara
tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan

lainnya, seperti:

(a) Bonus
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Bonus adalah tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai

atau dividen tambahan kepada pemegang saham.

(b) Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)

THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh
pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa
kerja 1 bulan dengan perhitungan proposional dan dibayarkan

menjelang hari raya keagamaan.

(c)\Upah Lembur

Upah-lembur adalah tambahan upah® yang dibayarkan
perusahaan karena pekerja melakukan perpanjangan jam kerja

dari jam-kerja normal yang telah ditentukan.

(3) luran' BPJS ~atau - premi..asuransi pegawal yang dibayarkan

perusahaan

BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan Badan

Penyelenggara Jaminan Saosial (BPJS).

Setiap warga negara Indonesia dan asing yang telah tinggal di

Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS.

luran BPJS dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja dengan
persentase iuran dari gaji atau upah (tidak dijelaskan dalam

peraturan bahwa apakah gaji ini merupakan gaji pokok, gaji bruto,
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gaji bersih, dsb) yang telah ditentukan dalam Peraturan

Pemerintah.

(4) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi
tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat
kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang

berhubungan dengan pekerjaan.

luran JKK dibayar sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran

berdasarkan kelompok jenis usaha dan risiko:

(@) Kelompok- 1. premi sebesar 0,24% x upah kerja-sebulan.

(b) Kelompok-H-—premi sebesar-0,54% x upah kerja sebulan.

(c) Kelompok I premi sebesar 0,89% x upah kerja sebulan.

(d) Kelompek 1V : premi sebesar 1,27% X upah kerja sebulan.

(e) Kelompok'V,: premi sebesar 1,74% x upah kerja sebulan.

(5) Jaminan Kematian (JK)

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta
program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena

kecelakaan kerja.
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Pengusaha wajib menanggung iuran program Jaminan Kematian

sebesar 0,3% dari gaji atau upah.

(6) Jaminan Kesehatan (JKes / BPJS Kesehatan) berlaku sejak Juli 2015

(a) Jaminan Kesehatan adalah program BPJS Kesehatan yang diikuti

wajib pajak.

(b) Sejak-1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan adalah 5% dari
gajl per bulan yaitu sebanyak 4% dibayar oleh pemberi kerja dan

196 oleh pegawai.

(c) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran
Jaminan_Kesehatan “terdiri dari gaji atau_upah pokok dan

tunjangan-tetap:

(d) Batas paling tinogl gaji.atau upah per bulan yang digunakan
sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2 kali PTKP dengan status

kawin dengan 1 anak.

(e) Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari ‘anak keempat dan
seterusnya,.orang tua dan mertua, besarnya iuran adalah 1% per

orang dari gaji/upah.

(7) Tunjangan PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)

(a) Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada

pegawainya, dalam hal ini tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian,
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maka jumlah tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen

penambah penghasilan bruto.

(b) Sedangkan metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima

tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih atau gross-up.

(8) Tunjangan BPJS (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)

Bagi pemberi kerja yang memberikan-tunjangan BPJS (JKK, JKM,
JKes) secara_penuh' dengan /metode perhitungan gaji bersih
atau gross up, maka tunjangan ini dijadikan-kompenen penambah

penghasilan brato.

(9) Pengurang Penghasilan Bruto

Pengurang —penghasilan. _bruto—adalah biaya-biaya yang dapat
mengurangi penghasilan-bruto-atau kotor. Termasuk di dalamnya

adalah:

(a) Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan
sebagai pengeluaran (biaya) selama setahun yang berhubungan
dengan pekerjaan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-
16/PJ/2016 menetapkan, biaya jabatan adalah sebesar 5% dari
penghasilan  bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp
500.000 sebulan atau Rp 6 juta setahun. Dari staf biasa hingga

direktur berhak mendapatkan pengurang penghasilan bruto ini.
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(b) Biaya Pensiun

(©)

Biaya pensiun adalah pengurang penghasilan bruto dalam
menghitung PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas
penghasilan yang diterima penerima pensiun secara bulanan.
Besarnya biaya pensiun yang ditetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak-No. PER-16/PJ/2016 adalah 5% dari penghasilan
bruto-dan setinggi-tingginya Rp 200.000 per bulan atau Rp

2.400.000 per tahun:

luran BPJS-yang Dibayarkan Karyawan

Dalam hal iuran BPJS yang persentasenya dibayarkan karyawan,
maka komponen dimasukkan-sebagai .pengurang penghasilan
bruto. luran-BPJS yang termasuk sebagai pengurang penghasilan

bruto tersebut adalah:

(1)) Jaminan Hari Tua (JHT)

Program, ini ditujukan  sebagai pengganti terputusnya
penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat atau hari tua
dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Jumlah
iuran program jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan
adalah 3,7%, sedangkan yang ditanggung pekerja adalah 2%.
Premi JHT yang diberikan pemberi kerja tidak dimasukkan
sebagai komponen penambah penghasilan. Pengenaan

pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan menerima JHT.
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Sedangkan premi JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan

merupakan pengurang penghasilan bruto.

(2)) Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan
memberikan derajat kehidupan yang layak bagi pesertanya
dan/atauahli warisnya dengan memberikan penghasilan
setelah _peserta memasuki usia pensiun, cacat total atau
meninggal dunia. Jaminan Pensiun’ (JP) Dberlaku sejak Juli
2015 luran program JP adalah 3%, yang terdiri atas 2% iuran

pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.

(3)) Jaminan- Kesehatan (JKes) Sejak 1 Juli=2015, tarif iuran

Jaminan-Kesehatan'yang dibayarkan pegawai adalah 1%.

h. Tarif PPh Pasal 21

Tarif PPh 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak
orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Tarif ini merupakan salah
satu komponen penting dalam perhitungan PPh 21 dan ditentukan
berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2008.

Berikut ini tarif PPh 21 yang berlaku bagi wajib pajak yang memiliki Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP):


https://www.online-pajak.com/sites/default/files/uploaded-files/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf
https://www.online-pajak.com/sites/default/files/uploaded-files/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf
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1) WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000 adalah

5%

2) WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000 sampai dengan

Rp 250.000.000 adalah 15%

3) WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000 sampai dengan

Rp 500.000.000 adalah 25%

4) WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000 adalah 30%

5) <Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih

tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (P TKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)-yang merupakan-komponen penting
cara perhitungan PPh 212018 adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi
wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016,

berikut ini tarif PTKP terbaru :

1) Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan untuk diri Wajib

Pajak orang pribadi

2) Rp 4.500.000,- per tahun atau Rp 375.000 per bulan tambahan untuk

Wajib Pajak yang kawin


https://www.online-pajak.com/ptkp-terbaru-pph-21

]
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3) Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 375.000 per bulan untuk istri yang

penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

4) Rp 4.500.000 per tahun atau Rp 375.000 per bulan tambahan untuk
setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan

sepenuhnya, paling banyak 3 erang untuk setiap keluarga.

Sanksi Administrasi

Sanksi perpajekan merupakan jaminan bahwa - ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi.
Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan.alat pencegah agar
Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalamundang-undang
perpajakan salah satu- macam sanksi-adalah sanksi administrasi berupa
pembayaran- kerugian kepada, Negara, khususnya bunga dan kenaikan.
Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali,
yang menyebabkan jumlah pajak yang masih-harus dibayar bertambah, pada
saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang bayar, atas jumlah pajak yang
tidak atau kurang dibayar itu dikenakan sanksi administrasi berupa bungan
sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari

tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal



33

diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1

(satu) bulan.

k. Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dibedakan menjadi 2 (dua),

yaitu :

1)

2)

Perhitungan masa atau bulan yang menjadi-dasar pemotongan PPh Pasal
21 yang terutang.untuk setiap Masa Pajak, yang dilaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21, selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak

dimana pegawai tetap berhenti bekerja

Perhitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 Al atau 1721
A2 dan pemotongan PPhPasal 21 yang terutang untuk Masa Pajak
Desember /atau —Masa = Pajak ‘-dimana pegawal _tetap berhenti

bekerja.Perhitungan kembali ini dilakukan pada :

a) Bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pension

b) Bulan Desember bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun

sampai akhir-akhir tahun-kalender

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap

(1) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Tetap,
terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima

atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala
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jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang

lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya

(2) Untuk perusahaan yang masuk program BPJS Ketenagaan, premi
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK),
premi Jaminan Hari Tua (JHT) dan premi Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan
penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga
bagi premt asuransi-kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi
jiwa, asuransi-dwiguna, dan asuransi-bea siswa yang dibayarkan
oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi
lainpya.  Dalam..'menghitung  PPh Pasal 21, premi | tersebut
digabungkan-dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh

pemberi kerja-kepada pegawai

(3) Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang
diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan
dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuranJaminan Hari Tua,
dan/atau iuran -Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh
pegawai yang bersangkutan melalui poemberi kerja kepada Dana

atau kepada BPJS Ketenagakerjaan

(4) Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah

penghasilan neto sebulan dikalikan 12
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(5) Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak, yaitu sebesar

Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP

(6) Setelah diperoleh PPh terutang terhadap Penghasilan Kena Pajak,
selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong

dan/atau disetor ke kas Negara, yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21
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Cara menghitung PPh Pasal 21 :

Gaji Rp .o,
Premi Rp.oiiiiii,
Tunjangan Rp..oooovviiiii. +
Penghasilan Bruto Rp.oeiiiiiin,
Pengurangan
- Biaya Jabatan 5% Rp.oiiiii,

- luran Pensiun
- luran Jaminan Hari-T



https://www.online-pajak.com/

B. Penelitian Terdahulu
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NO.

PENELITI
(TAHUN)

JUDUL

TEMPAT
PENELITIAN

HASIL PENELITIAN

Meyliza
Dalughu
(2015)

ANALISIS PERHITUNGAN
DAN PEMOTONGAN PPh
PASAL 21 PADA KARYAWAN
PT. BPR PRIMAESA
SEJAHTERA MANADO

Manado

dan
Pajak
Pasal 21

Perhitungan
Pemotongan
Penghasilan
telah  sesuai  dengan
ketentuan Peraturan
Perpajakan yang berlaku
yaitu  Undang-Undang
N0.36  Tahun 2008
Tentang Pajak
Penghasilan.

Regina M.
Pangalila,
David
Saerang,
Winston
Pontoh
(2016)

ANALISIS PENGHITUNGAN
DANPELARPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASALL21

PEGAWAI BADAN
PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU-DAN PENANAMAN
MODAL DAERAH (BPPT-&
PMD) KOTA BITUNG

Bitung

dan
Pajak

Penghitungan
Pelaporan

Penghasilan Pasal 21
telah  sesuai  dengan
Undang Undang No 36
Tahun 2008 dan prosedur
yang  diatur  dalam
Peraturan Perpajakan
yang berlaku di
Indonesia, Penetapan
Penghasilan Tidak Kena
Pajak  (PTKP) vang
diterapkan belum sesuai
dengan peraturan
Menteri Keuangan No.
101/PMK/.010/2016.

Desi, edison
Sagala,
Elidawati
(2018)

ANALISIS PPH 21 TERHADAP
GAJl KARYAWAN PADA PT.
KENCANA UTAMA SEJATI

Medan

Pelaporan dan
Penyetoran PPh Pasal 21
yang dilakukan oleh PT.
Kencana Utama Sejati
tidak sesuai, dikarenakan
adanya kesalahan status
karyawan sehingga
menyebabkan kesalahan
perhitungan yang
mengakibatkan  jumlah
yang dilaporkan lebih
besar dari yang
seharusnya.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu




C. Kerangka Berfikir
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Kerangka berfikir dapat diartikan sebagai model konseptual tentang bagaimana

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

masalah yang penting. Sugiyono (2011:60).

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah tentang evaluasi penerapan

perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan PPh 21 pegawai

tetap PT. Putra Jaya Marine Logistics dapat digambarkan sebagai berikut :

PT-PUTRA JAYA MARINE LOGISTICS

PPhPasal-21

|

Perhitungan, Pembayaran,
danPelaporanpadaPT. Putra Jaya
Marine Logistics

PeraturanDirekturJenderalPajak

No. PER-16/PJ/2016

l

Evaluasi

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

(Sumber : Data yang diolah)
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Objek Pajak dalam penelitian ini yaitu PT. Putra Jaya Marine Logistics sedangkan
Subjek Pajaknya yaitu PPh Pasal 21 yang ada di dalam PT. Putra Jaya Marine
Logistics. Peneliti membandingkan antara Perhitungan, Pembayaran, dan
Pelaporan pada PT. Putra Jaya Marine Logistics apakah sudah sesuai dengan

Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak

No. PER-16/PJ/2016 kemu
Pembayaran, dan Pelaporan

aluasi dengan menarik hasil Perhitungan,



